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BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVING! SULAWES] UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KEMJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

: bahwa berdasarkan kelentuan dalam Pasal 26 avat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 avat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Femerimtahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupat
tentang Rencana  Kerja Pemerintah Daerah  Kabupaten

Kepulauan Sangihe Tahun 2022;

1o Undang-Undang  Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Fembentukan Daerah Tingkat 1l di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indomesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Feraturan Perundang-undangan
|Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52354) sebagaimana  telah diuhah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
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beryhalan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
enrang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor |83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

3 Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintakan  Deerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5587] sebagaimana
lelali diubab beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1! Tahun 2020 fentang Cipta Kerja
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

4 DPeraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan
Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

S Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Standar Pelavanan Minimal (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Momor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

i
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Peraturan Pemerintah Nomor |8 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomoi 114, Tambahan Lembaran Negara
itepublik hdonesia Nomor 5887Y) sebagammana
relah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintalh Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Naerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Newmors 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
FPelaksanaar  Program  Pemulihan Ekonomi  Nasional
dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
'COVID-19) danfacau  Menghadapi Ancaman yang
membahayalan  Perekonomian  Nasional dan/atau
Stahilitas Sistem Keuangan seria Penyelamatan Ekonomi
Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi
MNasiunal Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan
Mepara  untulk  Penanganan Pandemi  Corona Virus
Desense 2019 (COVID-19)  dan/atau Menghadapi
Ancaman vang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Keuangan serta Penyelamatan
Fkonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6542},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
teritang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik irdonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Menteri

¢
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Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

157

, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  tentang Rencana
Pembangunan .Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Fencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Repuhblik Indonesia Tahun 2017
Momar 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Calam Penyusunan Rencana
Pemibangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

. Peraturan Menteri Delam Negeri Nomor 100 Tahun 2018

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita

Negara Repuhblik Indonesia Tahun 2018 Nomeor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistemn Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Megara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 20 Tahun 2019

tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
134471,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
terntang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
I
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. Peratiran Menteri Dalem Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Mepteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Perita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan [Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi
Utara [Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun
2016 Namor 2§;

Feraturan Liacran Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor
2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Pamjang Dacran Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe Tahiun 2006 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor

3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tdahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Janzgka Merengah Daerah Kabupaten kKepulauan Sangihe
Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan | PERATURAN EUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2022.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupau i, yvang dimaksud dengan

1
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Daerah adalah Kabupaten Kepulavar Sangihe.

Femerintahan Daerabh  adalab penvelengparaan urusan pemerintahan
oleh Pemermtah Dacrah dan Dewan Perwakilan Hakyvat Dacrah menurut
asas olonomi dan tugas pembarntuan dengan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Masar Negara Republik Indanesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalali Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan  Daerah  vang memimpin  pelaksanaan  urusan

pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah otonem
Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah vang selanjutnva disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyvatl Daerah dalam penvelenggaraan urusan Pemerintahan

yvang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan serta Peneliian dan Pengembangan Daerah vang
sclanjutnya disebul Bapelitbangda adalah unsur perangkat daerah di
lingleungar  Pemerintah  Kabupaten Kepulauan Sangihe yang
bertugas melakukan penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana

pembangunan Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Rencana Strategis Perangkar Daerah vang selanjutnya disebut Renstra
Peranigkat Dacrah adelah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode = (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daeralh yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah Rencana Kerja Tahunan vang merupakan penjabaran dari RKPD

pada masing-masing saluan kerja.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun

2022, vang selanjutnya disshut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen
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| 1. Rencana Kerja Pemerintah vang selanjutnya disingkat RKP adalah
dokumen Perencanaan perabangunan nasional untuk periode 1 (satu)

takbun.

12. Rencana Pembangunan Janpgka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun,

13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah
dokumen perencanaan pembangurnian daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe untulk periode 20 (dua puluh) tahun.

_Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, vang selanjutnya disingkat

j—
4=

APRIN adalah rencana keuongan tahunan Daerah yang ditetapkan

dengan Peraturan Dagrah,
E

15, Kebijakan Umum APBD vang selanjutnva disingkat KUA adalah
| dokumen vang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yvang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
vang diberikan kepada Perargkat Dacrah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penvusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah

BAB (]
RFENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAL
Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2022 disusun sebagal berikut :

g, Bab I Pendahuluan,
5. Bab il + Gambaran Umum Kandisi Daerah;
¢ Bab !l - Kerangka Ekornomi dan Keuangan Daerah;
d. Bah IV Sasaran dan I'rioritas Pfembangunan Daerah;
e, BabV : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
| f. Balb VI  Kirerja Penyelerggaraan Pemerintahan Daerah; dan

g. Bab VIl : Penutup.
!
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(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada avat (1), tercantum dalam lampiran
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3] RKPD sebagaimana dimaksud pada avat (1), terhitung mulai tanggal 1

Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022,
Pasal 3

(1) RKFD Tahun 2022 merupakan penjebaran dari RFIJMD dan mengacu
pada RKP, yang memual rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
Pemerintah [Daerah. rencana kerja dan pendanaannva, baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemelintah Daerab maupun yvang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masvarakat.

(2) EKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Menyusun Rancangan

Anggarar Pendapatan dan Belianja Daerah Tahun 2022;

. Pedoman bhapi Perangkat Doerah dalam Menyusun Rencana Kerja
Tahun 2022; dan

¢. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan

kegiatan prioritas vang akan dibiavai APBD Tahun 2022,
Pasal 4

(1) Perangkat Dasrah membuat laporan Kinerja triwulan dan tahunan atas
pelaksanaan rencana kerjs dan anggaran yang berisi uraian tentang
kelttaran kegmatan aan mdikastor Kinerja masing-masing program.

(2] Laporan sebagzimana dimaisud pada avat (1}, disampaikan kepada
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Perencanaan serta
Penelitian dan Pengembangan Daerah paling lambar 14 (empat belas) hari
kerja setelah berakhirnya triwulan vang bersangkutan.

(3] Laporan Kinerja mer;adi masi kan (dan bahan pertimbangan bagi analisis
dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnyva yang diajukan oleh

FPerangkat Daerah yang bersanglkutan,

I A
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Badan Perencanaan serta Perelitian dan Pengembangan Daerah menelaah
kesesuaian antara Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2022,
BAR (11
KEETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundanglkan

Agar setiap orang mengetahuinye . memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini cdengan , PETIETPRIENTYS dalam Berita Daerah RKabupaten

Kepulauan Sangihe. \

{

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, T ruld BhE

BEUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA
Diundangkan di Tahuna

pada tangpal, 7 ruli

SEKRETARIS DAERALL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

———
MELANCHTON HAREY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KTFULAUAN SANGIHE TAHUN 2021 NOMOR 11




